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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia 
yang dilimpahkan-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitin ini dengan judul 
”Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo”. 
Sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan 
bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, Ulama dan 
masyarakat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya.  
Harapan penulis semoga penelitian ini dapat berguna bagi tim penulis 
khususnya kemudian masyarakat Kabupaten Kampar dan civitas akademik pada 
umumnya. Akhir kata penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan dan 
manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. 
 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb  
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A. Latar Belakang 
Peraturan perundangan mengatur kehidupan warga negara dalam 
menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta kehidupan berbangsa 
dan bernegara sehingga untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya elemen-
elemen yang berhubungan atau berdampingan langsung dengan masyarakat. 
Pemerintahan Kabupaten Kampar periode 2017-2022 memiliki visi terwujudnya 
Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan 
masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera serta memiliki 6 misi 
untuk mewujudkan visi tersebut yaitu pada misi yang ke-6 yaitu “Memperkuat 
citra Kampar sebagai serambi Makkah Riau yang religius, beradat dan 
berbudaya”. Untuk itu maka diperlukan elemen-elemen yang bisa muwujudkan 
visi dan misi ini.  
Agama Islam masuk ke Kabupaten Kampar pada abad ke-8 melalui 
Khalifah Muawiyah melalui perdagangan untuk menanamkan pengaruh ekonomi 
dan agama di di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.  
Kuntu Darussalam di masa lalu merupakan daerah strategis pada perjalanan 
sungai maupun darat, daerah subur penghasil lada, rempah-rempah dan hasil 
hutan. Sejarah menyebutkan bahwa Kabupaten Kampar yang dibangun dengan 
dasar kehidupan beradat dan beragama untuk mensejahterakan masyarakat.  
Pemimpin dan kepemimpinan sejatinya telah lahir semenjak adanya 
kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Keberadaan seorang pemimpin tidak 
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan merupakan sesuatu yang harus ada 
mulai dari kelompok yang terkecil sampai kelompok masyarakat yang terbesar 
seperti pemimpin sebuah negara. Problematika dan dinamika kehidupan 
masyarakat saat ini membutuhkan sautu arah untuk mengantar masyarakat dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. 
Pada Kabupaten Kampar terkenal dengan Tali Bapilin Tigo yang memiliki 
makna pemerintah daerah, tokoh adat  dan ulama tetap kuat dipegang teguh oleh 
masyarakat yang sesuai dengan pandangan kehidupan bahwa nilai dan jati diri 
2 
 
masyarakat Kampar yang mengakui pentingnya musyawarah dan kerja sama. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini 
Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Tokoh adat atau ninik mamak bertugas mengontrol 
masyarakat dan kemenakan dengan petuah, nasehat dan hukum adat di suatu 
daerah dan saat sekarang ini terdapat 514 ninik mamak yang tersebar di 
Kabupaten Kampar. Lebih lanjut, bagi masyarakat Kabupaten Kampar nilai-nilai 
agama dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti ungkapan 
adat mengatakan“ Adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah”. 
Ulama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas 
untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-
masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi 
keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Ulama menjadi elemen penting dalam 
kehidupan bermasyarakat dikarenakan memahami ilmu agama secara mendalam 
sehingga menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya berbagai hal yang berkaitan 
dengan kehidupan. Ulama juga merupakan sosok yang memahami perkembangan 
keadaan atau zaman dan juga memahami perkembangan kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat dalam berbagai macam aspek. Lebih lanjut, ulama memiliki 
integritas dan pribadi yang kuat serta menjadi panutan masyarakat. Jadi 
masyarakat bukan sekedar melihat pada ilmunya ulama tetapi melihat pada opini, 
pendapat, akhlak dan keseharian kehidupan ulama. 
Sinergi berarti kegiatan, hubungan,kerjasama atau operasi gabungan 
diartikan juga disini Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi 
atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih 
besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama 
berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga 
untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang di 
hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan 
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pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Lebih 
lanjut, sinergitas ini dibutuhkan oleh Kabupaten Kampar dikarenakan Kabupaten 
Kampar meyakini bahwa peran ulama, tokoh adat dan pemerintah diharapkan 
mampu menjalankan kehidupan masyarakat Kampar yang lebih baik dan 
mempercepat pembangunan daerah, menghidupkan kembali nilai – nilai budaya 
masyarakat masa lalu yang agamis serta sesuai dengan keinginan bersama-sama 
bersinergi menuju masyarakat yang sejahtera serta perlunya kebijakan publik 
untuk sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di Kabupaten 
Kampar. Adapun ruang lingkup kebijakan publik berupa kelembagaan, 
kewenangan, peran dan pendanaan bisa ditinjau dari aspek pendidikan, ekonomi, 
infrastruktur serta sosial budaya. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta 
didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai 
agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan 
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk bekembangnya peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 
demokratis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, agama harus ada dalam system 
pendidikan dikarenakan agama berkaitan dengan keyakinan dasar setiap individu 
dalam sebuah masyarakat, yang kemudian menjadi komponen dominan yang 
mempengaruhi gerak langkah yang dilakukan oleh setiap individu yang menjadi 
anggota masyarakat tersebut.  
Pemerintah Negara Indonesia memandang bahwa pendidikan agama dan 
keagamaan penting untuk diatur lebih lanjut, yaitu dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang dalam 
konsiderannya menyertakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727). Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah negara Indonesia selain memandang bahwa agama itu penting 
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sehingga setiap peserta didik di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan harus 
mendapatkan pendidikan agama, pemerintah negara Indonesia juga menyadari 
akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama. 
Sejak lahir manusia menyandang sifat labil yang terkandung potensi 
dinamis, tetapi jika tidak mendapat binaan secara tepat justru bisa merusak 
kehidupan. Di balik kelabilan itu terlihat jelas bahwa pendidikan menjadi tuntutan 
kodrat manusia. Manusia siapapun, di manapun berada, sampai kapanpun wajib 
berpendid kan di dalam menghadapi setiap perikehidupannya (Suhartono, 2013). 
Dari sisi pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat terkandung sistem interaksi 
menyatukan dalam bentuk saling didik -mendidik antara pihak yang satu dengan 
yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di balik fakta itu, ada keberagaman 
potensi individual. Seseorang yang lebih menguasai bidang tertentu wajib 
mendidik yang lain dan sebaliknya ia harus siap untuk mendapat didikan orang 
lain yang lebih menguasi bidang yang berbeda. 
Kegiatan ekonomi yang harus dijalankan adalah aspek ekonomi syariah 
karena memecahkan masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-
nilai islam. Syari'at Islam melarang individu untuk mengembangkan 
kepemilikannya dengan cara-cara tertentu mislanya perjudian, riba, penipuan, 
penipuan dalam jual beli, monopoli dan pematokan harga. Aspek infrastruktur 
yang dimaksud bertujuan untuk memperkuat nuansa islami sebagai identitas suatu 
kawasan.  
Nilai sosial menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap 
baik dan benar serta wajib dipatuhi sedangkan nilai budaya namun sejatinya 
apabila masyarakat memegang kuat nilai nilai luhur budaya yang diwariskan 
turun-temurun akan membuat kondisi adat budaya masyarakat tidak seperti 
sekarang ini yang semakin tergerus oleh modernisasi dan globalisasi, yang 
ditandai dengan merasuknya faham individualis dan keserakahan sehingga 
menghilangkan sifat komunalisme serta kehidupan sederhana. Pada sata sekarang 
ini bahwa adat istiadat saat ini sudah menjadi barang langka yang hanya dikenal 
dan dimengerti oleh sekelompok orang saja atau orang-orang tua kita. 
Keberlangsungan adat istiadat yang harus dikatehui oleh generasi muda melalui 
tokoh adat yang menjadi suri tauladan bagi masyarakat. 
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya sinegritas antara 3 elemen 
yang  mampu memperkuat citra Kampar Serambi Makkah (KSM) yang 
merupakan gelar yang penuh bernuansa keagamaan, keimanan dan ketaqwaan. 
Penelitian ini akan menfokuskan kajian pada “Strategi Kampar Menuju Serambi 
Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo” 
B. Rumusan Masalah  
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan 
ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya 
identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup empat pokok 
masalah yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi mewujudkan “Kampar Serambi Makkah”? 
2. Bagaimana konsep “Tali Bapilin Tigo” dalam mewujudkan Kampar 
Serambi Makkah? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah yang dikemukakan di atas, 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
A. Memaparkan tentang strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar untuk 
mewujudkan Kampar Serambi Makkah 
B. Menjelaskan konsep Tali Bapilin Tigo dalam kehidupan masyarakat 













TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
A. Kajian Teoritis  
Teoritis adalah sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir yang 
dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana 
semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dari teori yang ada sebagia 
sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. Berikut 
merupakan kajian teoritis tentang sinergitas, pemerintah daerah, tokoh adat dan 
ulama di Kabupaten Kampar. 
1. Sinergitas, Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Ulama  
Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris yaitu Sinergy yang 
diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas 
atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai 
kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang 
untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Kegiatan sinergi 
merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan 
tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. 
Lebih lanjut, pada tulisan Hayati (2014) sinergi merupakan suatu kerjasama 
yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif 
keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota serta dalam 
bersinerg, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga 
terwujudnya suatu kegiatan yang efisien antar anggota tim.  
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom pada UU. No. 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki 
jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Lebih 
lanjut, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, 
keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan 
tunduk kepada Allah SWT. 
7 
 
Peran Pemerintah daerah dalam membangun masyarakat Kabupaten 
Kampar adalah sebagai berikut : 
1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu 
menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 
berlandaskan kepada Iman dan Takwa (IMTAK) kepada Allah SWT 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan 
agamis 
3. Meningkatkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan agar 
terciptanya akses bagi kehidupan masyarakat 
4. Menciptakan lapangan pekerjaan 
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten 
Kampar 
6. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara 
7. Menjamin terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik intern 
umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama 
dengan pemerintah 
Selanjutnya peran tokoh adat dalam membangun masyarakat 
Kabupaten  Kampar adalah sebagai berikut : 
1. Membina anak kemenakan 
2. Menyelesaikan konflik atau perkara antar anggota masyarakat adat  
3. Mewakili negeri/masyarakat dalam acara adat istiadat 
4. Melestarikan nilai-nilai adat atau budaya di masyarakat berupa bertutur 
kata, berpakaian, kegiatan adat pernikahan, aqiqah, khitan dan 
penobatan gelar adat.   
5. Menjaga dan mengurus harta pusaka, tanah soko dan tanah ulayat agar 
mensejahterakan anak kemenakan dan masyarakat Kabupaten Kampar 
6. Mendampingi / bermitra dengan pemerintah dalam proses 
pembangunan 
7. Menyelamatkan negeri dari ancaman kerusakan moral sehingga 
terpelihara dan terjaga adat istiadat dan budaya 
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8. Memberikan contoh tauladan kepada anak kemenakan dan masyarakat 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya, akhlak mulia 
serta kepemimpinan 
9. Mematuhi dan menjalankan aturan adat yang sudah disepakati bersama 
dan menjadi hukum yang tidak tertulis di masyarakat 
Peran ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah 
sebagai berikut : 
1. Melakukan dakwah islamiyah 
2. Membina kader ulama 
3. Memberikan fatwa, himbauan dan rekomendasi dalam menyelesaikan 
konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat 
4. Mengkaji dan mengembangkan Islam baik secara individu maupun 
kelembagaan atau organisasi masa 
5. Melindungi agama Islam dan umat Islam dari ancaman langsung 
maupun tidak langsung seperti dekandensi moral dan kebudayaan barat 
6. Menjadi tauladan bagi masyarakat dalam hal akhlak mulia, sopan 
santun dan kepemimpinan 
7. Mendampingi dan bermitra dengan pemerintah dalam proses 
pembangunan 
2. LAM (Lembaga Adat Melayu) 
Lembaga Adat Melayu adalah sebuah lembaga adat daerah yang 
diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi 
yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan 
tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan dan orang patut-patut yang 
berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Lembaga ini 
didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H atau 6 Juni 1970 M yang 
berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau.   
Lembaga Adat Melayu Riau memiliki program yaitu identitas berupa 
pelestarian (penggalian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) 
adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi maupun yang 
bukan bendawi, seperti senibina (arsitektur) Melayu, pakaian Melayu, 
huruf/tulisan Arab Melayu, upacara-upacara, seni, bahasa Melayu dan 
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keragaman dialeknya. Selanjutnya sebagai penanaman (internalisasi) nilai-
nilai, norma dan adab Melayu Riau di lingkungan pendidikan dan ruang 
publik. Kemudian revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu Riau di 
tengah-tengah masyarakat Riau yang beragam serta pemulihan hak-hak 
masyarakat adat Melayu Riau untuk kemaslahatan bersama. 
Struktur organisasi LAM Riau terbagi menjadi tiga yaitu LAM Riau 
Provinsi dan LAM Riau Kabupaten/Kota yang terdiri dari kalangan:pemuka 
adat Melayu Riau yang bermastautin di ibukota Provinsi/Kabupaten & Kota 
serta para ulama, ilmuan, cendekiawan, budayawan, seniman dan orang 
patut-patut Melayu Riau. LAM Riau 
Kawasan/Rantau/Kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan yang berkedudukan 
di ibukota Kecamatan. Lebih lanjut, selanjutnya adalah LAM Riau 
Kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan/Desa dan/atau yang disebut dengan 
nama lainyang  berkedudukan di Desa/Kepenghuluan. LAM Riau di tingkat 
ini biasanya disebut Lembaga Kerapatan Adat (LKA) dan diurus langsung 
oleh datuk-datuk/ninik mamak/batin setempat selaku pemilik anak 
kemenakan. 
3. LAK (Lembaga Adat Kampar) 
Kepengurusan Lembaga Adat Kampar (LAK) yang baru telah terbentuk 
sekitar bulan Februari, Bupati Kampar direncanakan akan melantik 
kepengurusan LAK periode 2016-2021. Ketua Lembaga Adat Kampar 
terpilih H. Sartunis Datuk Paduko Majo, sekretaris H. Syawir Datuk 
Tandiko dan Bendahara Drs. H. Sudirman Datuk Patio dan dibantu oleh 
pengurus yang lain.  
Adapun program jangka pendek yang akan dilakukan LAK adalah 
mendata secara akurat para ninik mamak dengan cara menyurati ninik 
mamak negeri yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. LAK jugaakan 
berupaya untuk membina adat istiadat beserta hak dan tanah ulayat serta 
kekayaan adatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam 
menjalankan program kerjanya, LAK akan bekerjasama dengan pemerintah, 
sebagaimana yang yang terdapat dalam pepatah adat, tali bapilin tigo, 
tungku tigo sajarongan demi terciptanya kesejahteraan bagi anak kemenakan 
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yang merupakan tujuan utaman dari LAK dalam menjalankan program 
kerjanya  
4. Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia 
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) 
yang didirikan pada tanggal 06 Januari 2015 merupakan wadah yang lahir 
dari kepedulian terhadap masyarakat adat yang mendiami negeri dari 
Sabang sampai Merauke dan dari Rote sampai Miangas sebelum Indonesia 
merdeka 17 Agustus 1945, namun masih banyak yang hidup dibawah garis 
kemiskinan diatas tanah, air dan kekayaan hutan serta tambang ditengah 
keterbatasan modal dan tekhnologi walaupun selama ini upaya pemerintah 
Republik Indonesia mulai dari pusat sampai desa/kampung/kelurahan/nagari 
secara bertahap terus berjuang membangun dari sudut pandang ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan baik secara fisik 
maupun non fisik. 
Hal yang menjadi perhatian pendiri LEMTARI adalah bahwa didalam 
Struktur Pemerintahan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
sampai dengan HUT ke – 71 ini sangat jelas bahwa adat istiadat belum 
pernah diakomodir menjadi bagian dalam tata negara kita seperti 
kementerian, badan dan lembaga lainnya, yang ada hanya kebudayaan 
selama ini melekat dengan pendidikan atau pernah digabung dengan 
pariwisata, sedangkan adat istiadat belum pernah sama sekali, maka kami 
berpendapat bahwa lembaga masyarakat adat yang merupakan wadah 
penjelmaan dari masyarakat adat Indonesia yang telah hadir mengikuti 
jenjang pemerintahan di seluruh indonesia, namun untuk tingkat nasional 
belum ada, sehingga LEMTARI didirikan menjadi penyambung suara 
rakyat adat istiadat guna bermitra dengan pemerintah (legislatif, eksekutif, 
yudikatif)  maupun dengan dunia usaha dan komponen bangsa lainnya 
dalam ikut mempererat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 
berdaulat yang juga diperjuangkan oleh tokoh dan masyarakat adat 
nusantara. 
Terkait keberadaan LEMTARI sejak tanggal 06 Januari 2015 seperti 
disebutkan, maka LEMTARI sebagai organisasi perlu membuat laporan 
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kegiatan baik untuk konsumsi internal organisasi maupun untuk konsumsi 
pemerintah terkait yang isi laporannya tentang berbagai hal baik ditinjau 
dari aspek legalitas, kesekretariatan, kegiatan aksi, pengembangan 
organisasi sayap, pengembangan organisasi bawah (DPD, DPC, DPAC, 
DPRAN, Divisi Luar Negeri dan PBB serta Reposisi Personil DPP 
LEMTARI) sehingga baik secara internal maupun eksternal dapat diketahui 
keberadaan LEMTARI sebagai organisasi mandiri dan independen yang 
telah hadir menjadi bahagian dari komponen bangsa Indonesia sebagai 
perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh kegiatannya 
baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulan dan semester serta tahunan. 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian tentang Serambi Makkah sudah banyak dilakukan oleh para 
peneliti sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan daerah Aceh yang 
notabene dikenal dengan istilah negeri Serambi Makkah. Adapun penelitian 
lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu; 
Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Dhuhri yang berjudul “Aceh 
Serambi Makkah” yang menfokuskan penelitiannya tentang peran ibadah 
haji dalam pengembangan peradaban Aceh. Penelitian tersebut 
menghasilkan kesimpulan bahwa sebutan Serambi Mekkah untuk Aceh 
tidak hanya dimulai sejak zaman Nuruddin Ar-Raniry, tetapi hingga saat ini, 
sebutan ini terus tidak lekang dalam memori dan pengunaan sehari-sehari 
terhadap Aceh. Sebutan ini begitu membanggakan dan sekaligus menjadi 
sematan nama yang diterima khalayak sebagai pusaka warisan. Kejayaan 
Aceh masa lalu tidak dapat dilepaskan dari peran ibadah haji. Karena di 
Aceh menjadi pusat pembelajaran haji, maka Aceh disebutkan Serambi 
Mekkah. Karena ibadah haji, Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan, 
pengendalian usaha dakwah di Asia Tenggara, dan menjadikan Aceh 
sebagai daerah kosmopolitan yang mampu meramu berbagai budaya dan 
etnis menjadi peradaban baru, peradaban Islam. 
Kemudian buku yang ditulis oleh Arskal Salim GP yang berjudul 
“Serambi Makkah yang Berubah”. Buku ini merupakan hasil peneltian 
lapangan yang dilakukannya hampir di seluruh wilayah Aceh. Buku ini 
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mewakili upaya orang muda dari Aceh sendiri untuk menjelaskan 
bagaimana Aceh menjawab tantangan zaman dengan bahasa dan langgam 
yang khas, serta menyiratkan elan vital dan daya tahan kesejarahan Aceh 
yang penuh gejolak dari zaman ke zaman. Para penulis buku ini berhasil 
menjelaskan perubahan paling mutakhir tentang peranan dan kegiatan 
tokoh-tokoh agama dari teungku dayah ke aktivis FPI. Buku ini menyoroti 
pula masalah jender dan kekuatan hukum di Aceh. Kaya analisis dan fakta 
yang menarik dan penting. 
Adapun buku yang membahas tentang Kampar yang berkaitan dengan 
interaksinya dengan Islam, ditulis oleh M. Taufik Mandailing dengan judul 
“Islam Kampar; Harmoni Islam dan Tradisi Lokal”. Buku ini merupakan 
hasil penelitian disertasi (doktoralnya) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2011. Menurut Taufik, dari hasil penelitiannya 
menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang 
sangat identik dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam masyarakat adat 
Kabupaten Kampar ada semboyan “Adat Bersendi Syara’. Syara’ Bersendi 
Kitabullah”. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang menyatakan bahwa 
Kabupaten Kampar merupakan tanah peradaban yang sudah mengenal 
agama Islam sejak abad ke 13 masehi. 
Analisa penelitian yang relevan di atas memberikan gambaran kepada 
penulis untuk melihat arti penting dari penelitian ini. Penelitian yang fokus 
membahas tentang stategi bagaimana mewujudkan Serambi Makkah belum 
penulis temukan, terlebih kajian tentang Tali Bapilin Tigo yang menjadi 










A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yaitu dengan berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena 
sosial. Menurut Lexy J Moleong yang mengutip pendapat Bogdan dan 
Taylor dinyatakan bahwa: “Metode kualitatif adalah prosedur yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan ini lebih menekankan 
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 
analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan 
menggunakan logika ilmiah.  
Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan bahwa yang diteliti adalah 
sesuatu yang penting (esensial) dan digunakan latar alami sebagai sumber 
data lansung. Penelitian kualitatif mempunyai lima sifat atau karakteristik, 
yaitu: (1) latar alami; (2) deskriptif; (3) penonjolan proses; (4) analisis 
induksi, dan (5) pengungkapan makna. 
B. Latar dan Setting Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian memerlukan tempat atau lokasi tertentu 
sehingga jelas dimana penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian 
kualitatif, “tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau 
permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data 
yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti”. Adapun lokasi penelitian ini 
yaitu, di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian mencakup serangkaian kegiatan dan alokasi 
waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan 





C. Subjek dan Informan Penelitian 
1. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian yang dimaksud disini adalah orang, tempat, 
atau benda yang diamati dalam rangka pelaksanaan penelitian. Maka 
yang menjadi subjek penelitian ini yaitu aparatur Pemerintah Daerah, 
Tokoh Adat dan Ulama serta peninggalan sejarah yang terdapat di 
Kabupaten Kampar. 
2. Narasumber (Informan) 
Narasumber atau informan merupakan sumber data yang dipilih 
dan digunakan dalam penelitian kualitatif, karena dapat memberikan 
informasi berupa kata-kata dan tindakan, dan merupakan sumber data 
yang utama. Sumber data utama kemudian dicatat melalui catatan 
tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan atau orang-
orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar tentang 
masalah yang sedang diteliti. Peneliti juga harus mampu memilih 
informan yang mempunyai sikap obyektif serta mau dengan sukarela 
memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti. 
Sehingga informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi 
peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. 
Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain : 
a. Aparatur Pemerintah Daerah mulai dari tingkat tertinggi sampai 
kepada RT dan RW yang berinteraksi lansung dengan 
masyarakat 
b. Tokoh adat atau ninik mamak atau orang yang didahulukan 
selangkah di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat 
Kabupaten Kampar 
c. Ulama (Abuya, Ustad atau Kiyai) yang dijadikan tempat untuk 







D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi   adalah   pengamatan   yang   dilakukan   secara 
sengaja, sistematik mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 
psikis   untuk   kemudian   dilakukan   pencatatan. Peneliti dalam hal 
ini melakukan observasi yang bersifat non partisipatif atau 
pasrtisipasi pasif yaitu pengamatan yang tidak terlibat secara 
langsung. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Lexy J. 
Moleong mengatakan bahwa: “Percakapan itu dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan”. 
 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interviewing) 
secara terbuka. Dimana peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden secara lebih mendalam. Dalam hal ini, wawancara 
dilakukan kepada beberapa informan seperti: pejabat pemerintah atau 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Kampar. 
3. Dokumentasi 
Dalam teknik dokumentasi, peneliti melakukan telaah 
kepustakaan dan content analysis. Dokumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dokumen tentang administrasi, 
peraturan-peraturan  tertulis pondok, visi-misi, foto-foto bangunan 
dan kegiatan santri baik kegiatan formal maupun nonformal, buku 
notulen  dalam  rapat  serta jadwal aktifitas atau rutinitas santri. 
E. Teknik Analisis Data 
 Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman “Analisis 
terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi 
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data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi” (Matthew B. 
Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 16). 
Pendapat lain menyatakan bahwa: 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335). 
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka analisis data merupakan 
rangkaian kegiatan dalam usaha memperoleh kesimpulan dari data yang 
telah terkumpul. Adapun empat komponen dalam proses analisis ini terdiri 
dari pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Penjelasan dari empat komponen dalam proses analisis data ini 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menghubungi kepala sekolah untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Selain data yang dikumpulkan, peneliti juga menggali informasi 
sebagai data pendukung yang dikumpulkan berupa dokumentasi 
kegiatan-kegiatan sekolah yang pernah dilakukan. Selain itu, peneliti 
juga melakukan wawancara dengan para informan yang meliputi: 
masyarakat umum untuk menggali informasi apakah data yang 
disampaikan oleh kepala sekolah ada kesesuaian dengan yang 
disampaikan dengan narasumber/informan. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 
dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dengan catatan 
lapangan. Dengan kata lain reduksi data dapat pula diartikan sebagai 
proses pemilahan, pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  
pengabstrakandan  transformasi data yang muncul dari catatanya itu 
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reduksi data, sajian data, dan penarikan simpula dengan verifikasinya, 
serta proses pengumpulan data di lapangan. 
Reduksi data dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi 
merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 
pernyataan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 
dalamnya. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil 
wawancara dari berbagai narasumber yang saling berkaitan. Dengan 
mengelompokkan hasil wawancara yang saling berkaitan, maka hal ini 
membuktikan bahwa masing-masing informasi yang diberikan oleh 
beberapa nara sumber merupakan data yang valid. 
3. Penyajian Data 
Setelah data mengalami proses reduksi, langkah selanjutnya 
peneliti menyajikan atau menyiapkan data, penyajian data disusun 
berdasarkan pokok- pokok atau inti yang terdapat dalam  proses 
reduksi, kemudian dikembangkan menurut kalimat yang sesuai, 
sehingga lebih mudah dipahami. 
Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data 
sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil 
kesimpulan. Peneliti menyajikan data melalui uraian singkat yang 
bersifat naratif atau ringkasan dari data yang telah direduksi untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan. Sebagaimana disebutkan, penyajian 
data mempunyai dua tujuan. Pertama, penyajian data memudahkan 
pembaca dalam memahami data mentah yang tidak beraturan secara 
cepat dan mudah. Kedua, penyajian data memudahkan analisis data 
dari data mentah yang belum tersusun rapi dengan menyusunnya 
dalam bentuk yang lebih teratur sehingga mudah dianalisis. Peneliti 
memisah-misahkankan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan 
masing-masing seperti data yang berhubungan dengan kedisiplinan, 
kejujuran, kerjasama dan tanggungjawab. 
Selain penyajian data melalui teks naratif, peneliti juga akan 
menggunakan matriks atau bagan yang akan mempermudah peneliti 
untuk membangun hubungan teks yang ada. Dengan menggunakan hal 
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ini, peneliti akan dimudahkan dalam merancang dan menggabungkan 
informasi yang tersusun dalam bentuk yang padat dan mudah 
difahami, sehingga peneliti dapat melakukan penyederhanaan dan 
memudahkan penarikan kesimpulan dari data yang ditemukan. 
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
Verifikasi merupakan aktifitas pengulangan untuk tujuan 
pemantapan, penelusuran data kembal dengan cepat, mungkin sebagai 
akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada 
waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada 
catatan lapangan. 
Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah mengambil 
kesimpulan berdasarkan sajian data. Dari berbagai informasi yang 
tersusun dalam sajian data yang disertai dengan penjelasan akan 
mempermudah dalam memberikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 
dapat dilakukan setelah data disajikan dalam satu kesatuan dari 
beberapa jenis sumber data, yaitu dari nara sumber, hasil observasi, 










A. Strategi Mewujudkan Kampar Serambi Makkah 
Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi keberadaan 
adat istiadat suatu masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
pengakuan secara hukum tentang keberadaan adat istiadat atau kearifan 
lokal suatu daerah. Keberadaannya hingga sekarang diakui sebagai salah 
satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, 
hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia. Ada 
beberpa produk hukum yang mengatur perihal adat seperti warisan adat, 
perkawinan adat dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu 
budaya kultural terentu. UUD Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Pasal 
18B ayat (2) telah dijelaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang”. Dan diperkuat oleh UUD 45 pasal 28I ayat 3  tentang Hak Asasi 
Manusia yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 
Regulasi yang mengatur tentang eksistensi adat dan masyarakat 
tradisonal tersebut juga diperkuat oeh peraturan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi 
Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam 
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694). 
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Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola 
Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang menetapkan visi dan misi 
Riau sebagai pusat perekonomian dan budaya melayu dalam lingkungan 
masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40) juga 
diperlukan sinergitas dan keikutsertaan pemerintahan daerah dan 
masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya 
Melayu Riau sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap.   Kabupaten 
Kampar termasuk dalam bahagian yang tidak bisa dipisahkan dalam 
kerangka adat istiadat dari budaya Melayu Riau. Peraturan Daerah Riau 
tentang  Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor : 1 tahun 2012 tentang 
Lembaga Adat Melayu Riau, dalam BAB VI tentang bentuk dan fungsi 
lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam mensejahterakan 
masyarakat  serta mengembangkan nilai sosial budaya yang menjadi 
pendukung utama adat dan budaya Melayu. 
Pemerintah daerah Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan Perda 
tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan hak tanah ulayat sebagai 
tanah adat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 
1999 yaitu pengakuan pemerintah tentang keberadaan tanah ulayat yang 
diatur oleh aturan adat yang berlaku. Untuk menjaga kelestarian adat istiadat 
yang ada di Kabupaten Kampar dibutuhkan suatu sinergitas antara 
pemrintah daerah, tokoh adat dan ulama. Bentuk sinergitas tersebut diatur 
dalam lembaran Peraturan Daerah tentang sinergitas pemerintah daerah, 
tokoh adat dan ulama dalam pembangunan masyarakat yang lebih maju dan 
memiliki peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat 
istiadat. Untuk membangun sinergitas tersebut diperlukan satu produk 
hukum yang mengatur ketentuan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah. 
Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial 
yang  terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu 
yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat 
individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta 
hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut 
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membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang 
akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Suatu sistem sosial 
tidak hanya berupa kumpulan individu. Sistem sosial juga berupa hubungan-
hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat-istiadat 
sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang bersifat teratur dan 
berbentuk secara berkesinambungan.  
Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang 
mayoritas penduduknya adalah suku Melayu dan beragama Islam. Secara 
sosiologis, masyarakat Kampar sangat dikenal dengan masyarakat yang 
agamis dan taat menjalankan perintah agama. Sebagai masyarakat yang 
agamis, Kampar juga dikenal sebagai masyarakat adat yang teguh dalam 
memegang nilai-nilai  tradisi yang diturunkaan secara turun temurun. Di 
samping julukan Bumi Sarimadu Kabupaten Kampar juga terkenal dengan 
julukan Serambi Makkah di Provinsi Riau, ini disebabkan hampir 100 % 
masyarakatnya beragama Islam. 
Secara kultur masyarakat Melayu Kampar memiliki ciri khas tersendiri 
dibandingkan dengan daerah-daerah Melayu lainnya di provinsi Riau. 
Secara adat istiadat masyarakat Melayu Kampar banyak dipengaruhi oleh 
adat istiadat Minangkabau dari Sumatera Barat. Pengaruh adat istiadat 
Minangkabau terhadap adat istiadat Melayu Kampar seperti dalam sistem 
kekeluargaan dan kekerabatan. Masyarakat Melayu Kampar secara 
kekerabatan lebih dikenal dengan budaya matrilineal yaitu suatu ketentuan 
dalam adat masyarakat Kampar yang menisbahkan garis keturunannya 
kepada ibu, sebagaimana juga berlaku pada adat istiadat Minangkabau. 
Kondisi ini sangat dimungkinkan karena daerah  Kampar dahulunya 
termasuk dalam kawasan wilayah kerajaan Pagaruyung. Masyarakat 
Limokoto dikenal dengan masyarakat adat yakni terdiri dari beberapa suku. 
Perbedaan  suku  dalam masyarakat  tidaklah menjadi  pembedaan  status 
sosial. Masing-masing  suku mempunyai  hak dan kedudukan yang sama 
dimasyarakat. Pada dasamya suku yang ada dalam  masyarakat adat  
Limokoto  secara  garis besar terdapat  lima golongan suku besar, kata lain 
semua suku  yang  ada sekarang  berawal  dari kelima  suku tersebut. 
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Adapun golongan suku yang dimaksud adalah suku Piliang, Pitopang, 
Domo, Mandailing dan Melayu. 
Adat istiadat dan tradisi bagi masyarakat Kampar merupakan bagian 
dari kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur tinggi bagi masyarakat.  
Kearifan  lokal  tersebut  kemudian  menjadi  bagian  dari  cara  hidup 
masyarakat yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup. Berkat 
adat istiadat yang dimiliki dapat  melangsungkan  kehidupannya, bahkan 
dapat berkembang secara berkelanjutan (Sustainable development). Dalam 
masyarakat Kampar keberadaan adat istiadat  memiliki peran yang kuat 
dalam membentuk kepribadian dan jati diri masyarakat. Dengan adanya adat 
istiadat, masyarakat memiliki pedoman untuk menyelesaikan masalah 
mereka. Lebih lanjut, pada tulisan Yunus (2013) membahas salah satu 
tradisi di Kabupaten Kampar yaitu Basiacuong salah satu bentuk 
penyampaian pikiran, ide dan nasehat dengan cara yang tidak langsung atau 
melalui gaya bahasa yang enak di dengar dan  dalam sastra lisan terdapat 
dialog antara dua ninik mamak dan mengungkapkan pepatah dan pantun 
yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Lebih lanjut, 
tradisi ini dilakukan pada acara peminangan dan  peresmian pernikahan. 
Adat dan agama selalu berjalan beriringan yang tidak bisa dipisahkan. 
Pepatah adatnya mengatakan agamo mangato, adat memakai, artinya setiap 
adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Melayu Kampar 
tidak boleh menyimpang dari norma-norma agama. Islam akan memberikan 
pijakan dan fungsi kontrol yang jelas mana tradisi yang sesuai dengan ajaran 
islam dan tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. Tradisi-tradisi yang 
mengarah kepada dinamisme dan animisme yang dahulunya pernah ada, 
semenjak masuknya agama Islam tradisi tersebut sudah mulai ditinggalkan 
masyarakat. Sistem nilai yang bersumber dari ajaran Islam memiliki posisi 
tertinggi dan dihormati oleh masyarakat Kampar. Nilai-nilai kearifan lokal 
merupakan nilai yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia yang 
sampai saat ini sebetulnya masih ada dan terjaga. Nilai-nilai kearifan lokal 
tersebut dapat dijumpai pada masyarakat adat. Masyarakat adat yang sampai 
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hari ini masih ada, tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya 
adalah masyarakat  Kampar. 
Bila ditelususri lebih jauh banyak ditemukan kesesuaian antara adat 
istiadat dan tradisi lokal masyarakat Kampar dengan islam seperti nilai 
sopan santun dalam berpakaian dimana setiap perempuan diKampar harus 
menutup aurat dengan  memakai baju kurung bagi perempuan dan baju 
taluok balango khusus untuk laki-laki. Baju kurung merupakan baju yang 
menutupi seluruh anggota tubuh perempuan kecuali muka dan telapak 
tangan. Baju taluok Balango merupakan baju khas Kampar yang dipakai 
oleh pihak laki-laki yang berbentuk baju koko. Model cara berpakaian 
tersebut sangat sesuai dengan ajaran islam. Model berpakaian tersebut biasa 
digunakan dalam acara-acara adat dan acara keagamaan. Dalam hal 
menghargai dan  menghormati tamu, masyarakat Kampar akan memberikan 
pelayanan yang maksimal dengan tradisi  menghidangkan jambau yaitu 
hidangan khas dari Kabupaten Kampar. 
Bentuk tradisi lainnya dalam masyarakat Melayu Kampar adalah 
memelihara nasab. Dalam tradsisi Kampar, nasab atau keturunan merupakan 
sesuatau yang sangat dijaga dan dipertahankan, karena bagi masyarakat 
Kampar hubungan darah tidak bisa dihapus akan tetapi harus dijaga dengan 
baik untuk menjaga hubungan kekeluargaan di masa yang akan datang. 
Pepatah adat mengatakan “supayo mamak tahu akan kamunkan, kamunakan 
tahu mamak dan saudagho tahu dunsanak” (Supaya mamak mengena anak 
kemenakan, anak kemenakan mengeal mamaknya dan saudara lain saling 
mengenali). Maksudnya adalah supaya keluarga besar dan saudara jauh 
saling kenal mengenali satu sama yang lainnya. Keutuhan nasab dibingkai 
dalam persukuan. Dengan adanya persukuan ini, orang Kampar akan 
terhindar menikah dengan saudaranya sendiri, karena dalam tradisi Melayu 
Kampar pernikahan satu suku sangat dilarang dan menjadi aib dalam 
masyarakat. 
Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi 
yang begitu pesat, nilai-nilai agama dan adat istiadat yang selama ini 
menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat Melayu Kampar, 
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cenderung mengalami pergeseran dan perubahan sehingga akan dapat 
mempengaruhi dan merubah pola perilaku dan jati diri masyarakat Melayu 
yang selama sangat dikenal dengan masyarakat agamis dan memegang 
teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Tradisi-tradisi keagamaan dan adat 
yang menjadi ikon dari masyarakat Kampar lambat laun mulai ditinggalkan 
karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan 
peradaban. Globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi berbagai sendi 
kehidupan masyarakat melalui perkembangan tekhnologi informasi dan 
ekonomi sehingga mengakibatkan memudarnya nilai-nilai budaya 
masyarakat.  
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Melayu 
Kampar seperti mulai hilangnya budaya malu, nilai sopan santun dalam 
keluarga maupun  masyarakat, saling tidak menghargai antara ninik mamak 
dengan anak kemenakan,  nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang 
mulai memudar dan hilang. Dalam hal tradisi yang mulai hilang adalah 
sistem pernikahan merupakan prosesi yang sangat sakral yang identik 
dengan nilai-nilai adat istiadat yang sarat dengan pesan-pesan moral  juga 
mulai ditinggalkan. Modernisasi dan globalisasi telah memberikan dampak 
dalam pembentukan jati diri masyarakat Kampar kepada hal-hal yang  
pragmatis dan hedonis. Sehingga  disinyalir akan dapat mempengaruhi nilai-
nilai dan cara pandang dan jati diri masyarakat dalam menghargai 
budayanya. Untuk mengantisipasi permasalahan ini diharapkan peran 
pemerintah daerah, tokoh adat dan alim ulama, cerdik pandai untuk duduk 
bersama bagaimana mengembalikan jati diri masyarakat yang mulai hilang 
yang jauh dari nilai-nilai agama dan adat istiadat 
B. Konsep Tali Bapilin Tigo 
Kajian teoritik maupun empirik yang telah di analisa dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan Perda 
sinergitas pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama dalam membangun 
masyarakat Kabupaten Kampar, pada ini akan diuraikan lebih jauh tentang 
konsep tali bapilin tigo. 
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Tali bapilin tigo dapat diwujudkan dengan adanya sinergitas pemerintah 
daerah, tokoh adat dan ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten 
Kampar. Adapun azas dalam tali bapilin tigo adalah: (a) Kerja Sama; (b) 
Gotong Royong; (c) Persatuan; (d) Transparan; (e) Keahlian. 
Tali bapilin tigo tentunya memiliki arah tujuan yang jelas agar Kampar 
Serambi Makkah dapat terwujud. Tujuan dari tali bapilin tigo adalah sebagai 
berikut: 
1. Menumbuhkan kesadaran saling bersinergi atau bekerja sama 
pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama 
2. Mewujudkan profesionalitas dalam bekerja antara pemerintah daerah, 
tokoh adat dan ulama 
3. Meningkatkan etos kerja yang tinggi dan terarah antara pemerintah 
daerah, tokoh adat dan ulama 
Lebih lanjut, tali bapilin tigo dapat dilihat dari rumusan berikut yang 
berasal dari analisa terhadap data-data yang penulis dapatkan selama 
melakukan peneltian ini. Dari data-data tersebut, penulis mengemukakan 
bahwa tali bapilin tigo berbentu lembaga yang nantinya memiliki fungsi 
mewujudkan sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di 
Kabupaten Kampar. Secara lebih rinci, lembaga tali bapilin tigo dapat 
dilihat pada poin-poin berikut: 
1. Nama lembaga ini adalah Tali Bapilin Tigo 
2. Tali Bapilin Tigo terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat dan 
ulama dan/atau cendekiawan 
3. Tali Bapilin Tigo berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kampar 
4. Tali Bapilin Tigo adalah lembaga non struktural. 
5. Tali Bapilin Tigo minimal terdiri dari terdiri dari Ketua, sekretaris, 
bendahara, ketua bidang dan sekretaris bidang dengan masing-masing 
tugas 





Lembaga tali bapilin tigo ini nantinya memiliki kewenangan dan peran 
dalam upayanya mewujudkan Kampar Serambi Makkah. Berikut penulis 
paparkan bagaimana kewenangan dan peran lembaga tali bapilin tigo untuk 
mewujudkan Kampar Serambi Makkah.  
a. Kewenangan 
1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
dalam mewujudkan Kampar Serambi Makkah 
2. Menyelesaikan persoalan keagamaan 
3. Menyelesaikan persoalan adat istiadat 
4. Merumuskan program terwujudnya Kampar Serambi Makkah 
5. Melakukan pengawasan terhadap program dan implementasi 
Kampar Serambi Makkah 
6. Dalam melaksanakan wewenangnya, Tali Bapilin Tigo 
bertanggung jawab kepada masyarakat 
7. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan aturan 
perundang-undangan 
b. Peran  
1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan 
mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 
berlandaskan kepada Iman dan Takwa (IMTAK) kepada Allah 
SWT 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, sejahtera 
dan agamis 
3. Meningkatkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan agar 
terciptanya akses bagi kehidupan masyarakat 
4. Menciptakan lapangan pekerjaan 
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten 
Kampar 
6. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara 
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7. Menjamin terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik intern 
umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama 
dengan pemerintah 
Selanjutnya peran tokoh adat dalam membangun masyarakat Kabupaten  
Kampar adalah sebagai berikut : 
1. Membina anak kemenakan 
2. Menyelesaikan konflik atau perkara antar anggota masyarakat adat  
3. Mewakili negeri/masyarakat dalam acara adat istiadat 
4. Melestarikan nilai-nilai adat atau budaya di masyarakat berupa 
bertutur kata, berpakaian, kegiatan adat pernikahan, aqiqah, khitan 
dan penobatan gelar adat.   
5. Menjaga dan mengurus harta pusaka, tanah soko dan tanah ulayat 
agar mensejahterakan anak kemenakan dan masyarakat Kabupaten 
Kampar 
6. Mendampingi/bermitra dengan pemerintah dalam proses 
pembangunan 
7. Menyelamatkan negeri dari ancaman kerusakan moral sehingga 
terpelihara dan terjaga adat istiadat dan budaya 
8. Memberikan contoh tauladan kepada anak kemenakan dan 
masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya, 
akhlak mulia serta kepemimpinan 
9. Mematuhi dan menjalankan aturan adat yang sudah disepakati 
bersama dan menjadi hukum yang tidak tertulis di masyarakat 
Peran ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah 
sebagai berikut : 
1. Melakukan dakwah islamiyah 
2. Membina kader ulama 
3. Memberikan fatwa, himbauan dan rekomendasi dalam 
menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat 
4. Mengkaji dan mengembangkan Islam baik secara individu maupun 
kelembagaan atau organisasi masa 
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5. Melindungi agama Islam dan umat Islam dari ancaman langsung 
maupun tidak langsung seperti dekandensi moral dan kebudayaan 
barat 
6. Menjadi tauladan bagi masyarakat dalam hal akhlak mulia, sopan 
santun dan kepemimpinan 











A. Kesimpulan  
Berdasarkan beberapa uraian dan analisa yang dijabarkan di atas maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Kabupaten Kampar melakukan berbagai upaya konkrit untuk 
mewujudkan Kampar Serambi Makkah (KSM), agar sebutan tersebut 
tidak hanya sebagai pemanis ketika berpidato. Adapun stategi yang 
dilakukan oleh Kabupaten Kampar dalam mewujudkan KSM adalah 
dengan menguatkan sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan 
ulama. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan 
ulama  diharapkan mampu menjalankan kehidupan masyarakat Kampar 
yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah, menghidupkan 
kembali nilai – nilai budaya masyarakat masa lalu yang agamis serta 
sesuai dengan keinginan bersama-sama bersinergi menuju masyarakat 
yang sejahtera 
2. Konsep tali bapilin tigo sebagai sebuah tawaran dalam mewujudkan 
KSM diimplementasikan dengan pembentukan lembaga independen 
yang tugasnya fokus mengurusi sinergi antara pemerintah daerah, tokoh 
adat dan ulama di Kabupaten Kampar. Lembaga tali bapilin tigo ini 
nantinya memiliki wewenang dan peran khusus di tengah-tengah 
masyarakat Kabupaten Kampar.  
 
B. Saran 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kebijakan yang bertujuan 
memberikan konstribusi lansung terhadap daerah. Oleh karena itu, agar 
lebih bermanfaat bagi masyarakat penelitian ini perlu segera dituangkan ke 
dalam bentu Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten 
Kampar tentang Sinergitas Pemerintah Daerah, Tokoh Adat Dan Ulama 
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